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BAB | - PENDAHULUAN
Pasal 1
Ketentuan Umum

1. Untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip good corporate governance seringkali
muncul laporan dugaan pelanggaran dari stakeholders. Laporan dugaan
pelanggaran tersebut harus diselesaikan dengan baik agar tidak merugikan
stakeholders itu sendiri maupun perusahaan. Mekanisme pelaporan atas dugaan
pelanggaran diatur dalam Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran
(Whistle Blowing System).

2. Whistle Blowing System adalah mekanisme bagi perusahaan dalam pelaporan atas
dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan bagi perusahaan
atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-
undangan.

3. Pedoman Whistle Blowing System ini disusun sebagai panduan dalam menangani
pelaporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh stakeholders maupun
karyawan, dengan tujuan:

a. menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi stakeholders
serta karyawan untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian
perusahaan baik finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra
dan keberlangsungan usaha perusahaan;

b. memberikan kesempatan kepada stakeholders dan karyawan dalam
menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang
dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2
Lingkup Pengaduan

Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Whistle Blowing
System merupakan tindakan yang dapat merugikan perusahaan/melanggar code of
conduct/peraturan perusahaan yang dilakukan karyawan PT. Balairung Citrajaya
Sumbar, meliputi antara lain:

1. Penyalahgunaan jabatan / wewenang untuk kepentingan pribadi/golongan
atau kepentinganlain di luar Perusahaan
Pembocoran rahasia perusahaan
Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi
Penyelewengan uang perusahaan
Penggelapan / penyalahgunaan aset perusahaan
Pemerasan

N o u s wnN

Penipuan
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Benturan kepentingan
Pelanggaran etika dan perbuatan asusila

10. Fraud / korupsi
11. Pencurian

12. Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

13 Pelanggaran SOP / peraturan perusahaan

14 Pelanggaran Undang-Undang / Peraturan yang berlaku di Indonesia

15 Keamanan

Pasal 3
Prinsip Dasar Pelaporan

Penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor harus

memberikan informasi, bukti, atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran

yang dilaporkan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1.

5.

What : Apa dugaan pelanggaran yang diketahui Pelapor?

2. Where : Dimana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi/ dilakukan?
3.
4. Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran tersebut (termasuk

When : Kapan perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?

saksi jika ada)?
How : Bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan?

Agar laporan atas dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti, pelapor dapat
memberikan alamat email/nomor telepon/wa sehingga dapat dihubungi oleh tim
pengelola whistle blowing system.

1.

2.

3.

4.
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Pasal 4
Tim Pengelola Whistle Blowing System

Direksi menunjuk Tim Pengelola Whistle Blowing yang kemudian disebut Tim
Khusus Pelaporan Pelanggaran (TKPP) yang mempunyai tugas pokok untuk
menerima dan menindaklanjuti laporan karyawan atau pihak lain yang beritikad
baik atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan) PT. Balairung
Citrajaya Sumbar.
Tim Khusus Pelaporan Pelanggaran (selanjutnya disebut TKPP) yang terdiri dari:

a. Satuan Pengawasan Internal sebagai ketua

b. Chief Accounting sebagai anggota

c. HRD Manager sebagai anggota
TKPP dalam menjalankan tugas harus senantiasa mengedepankan prinsip
kerahasiaan, praduga tak bersalah, profesionalisme, kejujuran, independen,
obyektif, dan asas-asas lainnya yang tidak bertentangan dengan kebijakan
perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TKPP bertanggung jawab penuh kepada Dewan Direksi perusahaan.



5. Kewenangan penanganan pelaporan pelanggaran diatur sebagai berikut:
a. Dugaan pelanggaran oleh Karyawan merupakan kewenangan TKPP dan
Direksi.
b. Dugaan pelanggaran oleh Direksi merupakan kewenangan Dewan
Komisaris yang diaturdengan aturan tersendiri.
6. TKPP menunjuk tim untuk membantu kerapian dan kelancaran dokumentasi serta
PDCA.
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BAB II- MEKANISME WHISTLE BLOWING SYSTEM

Pasal 5
Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran

1. Pelapor dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada TKPP melalui
saluran yang telahdisediakan Perusahaan di bawah ini:
a. Email : corporatebcs@balairung-hotel.co.id
b. SMS/WA : 0812 90850077 (Whistle Blowing Contact Center)
0812 8309 7585 (okto)
2. Pelapor dapat melengkapi laporan dugaan pelanggaran dengan identitas pelapor

lengkap disertai alamat email/nomor telepon/WA yang dapat dihubungi (jika
ada).

3. Laporan yang masuk lewat email/SMS/WA akan dibalas ke email/SMS/WA
Pelapor bahwa pelaporan telah diterima dan akan ditindaklanjuti.

4. Llaporan yang masuk melalui email akan otomatis dilanjutkan ke email seluruh
anggota TKPP.Sedangkan laporan yang masuk melalui SMS/WA akan dilanjutkan
oleh penerima ke SMS/WAseluruh anggota TKPP.

5. Apabila pelapor telah menghubungi salah satu media komunikasi tersebut dan
belum menerima respon dari TKPP / tim WBS dalam waktu 3 hari kerja (dengan
catatan pelapor dapat dihubungi) maka pelapor dapat melaporkan kembali
melalui media komunikasi lainnya.

Pasal 6
Pengelolaan Laporan Dugaan Pelanggaran

1. TKPP melakukan validasi data pelapor dan menganalisa laporan dugaan
pelanggaran yang masuk apakah memenuhi unsur 4W1H (What, Where, When,
Who (terlapor & termasuk saksi jika ada) dan How) untuk ditindaklanjuti oleh tim
investigasi. Apabila laporan belum memenuhi unsur tersebut, TKPP dapat
melakukan klarifikasi kepada Pelapor.

2. Bukti pendukung / data yang dapat diberikan pelapor sebagai berikut:

a. Data transaksi yang dilaporkan seperti purchase order (PO) / surat
perintah kerja (SPK) surat pengiriman barang (SPB) / berita acara
penyelesaian pekerjaan (BAPP), invoice.

b. Data komunikasi seperti email, screen shoot WA, rekaman suara, dan
sebagainya.

c. Data gambar atau video.

d. Data sistem seperti data dari system atau lainnya.

3. lJika terlapor adalah direksi maka TKPP akan menggunakan mekanisme pelaporan
kepada Dewan Komisaris.

6|Page



4. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat, tim WBS
membuatBerita Acara 1 yang ditandatangani TKPP untuk penutupan laporan. Jika
Pelapor dapat dihubungi maka tim WBS memberikan informasi kepada pelapor
(format surat kepada pelapor di Lampiran 5) melalui email/SMS/WA vyang
menyampaikan bahwa kasus dugaan tersebut telah ditutup karena tidak
memenubhi syarat paling lambat 5 hari kerja setelah Berita Acara 1 dibuat.

5. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang memenuhi syarat, TKPP membuat
Berita Acara 1 untukdiproses lebih lanjut (proses penelitian awal).

6. Berita Acara 1 yang dibuat oleh tim WBS paling lama 22 hari kerja (pengumpulan
data maksimal 9 hari, analisa data / dokumen maksimal 10 hari, dan review
maksimal 3 hari) setelah laporan diterima dan dilakukan review oleh Corporate
Internal Audit Head secara berkala setiap bulan atau sesuai kebutuhan. Jika
melebihi target waktu yang ditetapkan harus diberikan penyebabnya. Hasil
review Berita Acara 1 dilaporkan dalam report tim WBS ke TKPP dan report TKPP
ke DIREKSI secara berkala 3 bulanan.

7. lJika hasil penelitian awal memerlukan audit investigasi sebagai berikut:

a. Untuk kasus bukan indikasi fraud atau dampak yang ditimbulkan
kecil/minor dan dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada audit
reguler berikutnya (pemeriksaannya dan reviewnya mengikuti standar
waktu reguler audit) maka akan disampaikan ke DIREKSI sesuai jadwal
report 3 bulanan.

b. Untuk kasus indikasi fraud atau dampak yang ditimbulkan besar
(moderate ke atas )maka TKPP menyampaikan Laporan Hasil Penelitian
Awal (Berita Acara 1) pada DIREKSI.

Tabel penentuan mengenai dampak yang ditimbulkan di Lampiran 4.

8. Dalam hal Terlapor adalah :

a. karyawan, proses audit investigasi lebih lanjut diserahkan kepada TKPP
(yang merupakan kepanjangan tangan dari Direksi). TKPP akan meminta
Kepala Internal Audit/SPI untuk menunjuk tim investigasi yang merupakan
internal audit perusahaan.

b. anggota TKPP atau subordinatnya (selain Kepala Internal Audit/SPI atau
subordinatnya) maka Direksi harus menonaktifkan sementara terlapor
atau atasan terlapor dari TKPP sampai proses investigasi selesai. TKPP
akan meminta Kepala Internal Audit untuk menunjuk tim investigasi yang
merupakan internal audit perusahaan.

c. Kepala Internal Audit/SPI atau subordinatnya maka Direksi harus
menonaktifkan sementara Kepala Internal Audit/SPI dari TKPP sampai
proses investigasi selesai. TKPP dan Direksi dapat menunjuk tim
investigasi.

9. Tim investigasi yang ditunjuk harus memiliki kompetensi yang memadahi yaitu
pernah mengikuti training fraud (eksternal maupun internal), memiliki

7|Page



pengalaman melakukan investigasi, dan disupervisi oleh Team Leader.

10. Proses investigasi diatur sebagai berikut:

a.

Tim Investigasi melakukan audit investigasi sesuai peraturan yang berlaku

dan melaporkan hasil audit investigasi kepada TKPP.

Jika hasil investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TERBUKTI,

i.  TKPP membuat Berita Acara Laporan Hasil Audit Investigasi (Berita
Acara 2) atas adanya dugaan pelanggaran.

ii. TKPP memberikan laporan dan merekomendasikan sanksi terhadap
terlapor kepada Direksi. Direksi memberikan persetujuan pengenaan
sanksi, kemudian Division Head terkait memproses lebih lanjut
sanksi tersebut sesuai aturan yang berlaku.

ii. Tim TKPP mendokumentasikan semua laporan dan Berita Acara
tersebut.

Jika hasil audit investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TIDAK

TERBUKTI,

i. TKPP membuat Berita Acara Laporan Hasil Audit Investigasi atas
adanya dugaan pelanggaran bahwa laporan ditutup karena tidak
terbukti dan memberikan laporan tersebut ke Direksi.

ii. Tim TKPP mendokumentasikan semua laporan dan Berita Acara
tersebut.

Berita Acara 2 dibuat paling lama 44 hari kerja setelah Berita Acara 1

dibuat atau jika hal tersebut bukan fraud sehingga investigasinya diikutkan

dalam audit reguler maka Berita Acara 2 dibuat maksimal 10 hari kerja
setelah Laporan Hasil Audit Reguler dibuat.

TKPP (dapat diwakilkan oleh Corporate Internal Audit Head) melakukan

review secara berkala atas proses investigasi termasuk pembuatan Berita

Acara 2 minimal sebulan sekali. Hasil review Berita Acara 2 dilaporkan

dalam report tim WBS ke TKPP dan report TKPP ke DIREKSI secara berkala

3 bulanan.

11. Setelah pemeriksaan selesai, maka tim WBS memberikan informasi kepada

pelapor (format surat kepada pelapor di Lampiran 5) atas status investigasi dan

sanksi yang diberikan kepada pelaku secara formal paling lambat 5 hari kerja

setelah Berita Acara 2 dibuat.

Pasal 7

Review dan Laporan Kegiatan Tim Pengelola Whistle Blowing System

1. Tim WBS bersama TKPP melakukan review secara berkala paling lambat 3 bulan

sekali. Review atas design dan implementasi WBS untuk memastikan relevansi

proses WBS danperubahan/improvement yang diperlukan, meliputi :

a.
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Laporan yang memenuhi syarat untuk diproses.
Laporan yang tidak memenuhi syarat untuk diproses.
Laporan yang telah diselesaikan.

Laporan yang masih dalam proses.

Sosialisasi kepada karyawan, vendor, dan customer
Actual Leadtime Penanganan Laporan vs SLA
Kecukupan infrastruktur

Keamanan dan kerahasiaan data

Kesesuaian antara pedoman dengan aktual proses WBS

2. Dari hasil review di atas, tim WBS membuat laporan ke DIREKSI yang ditandatangani
oleh TKPP.
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BAB llI- Perlindungan Dan Anti Imunitas Bagi Pelapor

Pasal 8 Perlindungan Bagi Pelapor

Dalam melaksanakan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, perusahaan

menetapkan kebijakan perlindungan bagi pelapor berupa:

1.
2.

Perusahaan berkewajiban untuk melindungi pelapor pengaduan.
Perlindungan pelapor pengaduan dimaksudkan untuk mendorong keberanian
melaporkan pelanggaran.

. Perlindungan pelapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi

laporan serta jaminan keamanan bagi pelapor dari perusahaan terhadap perlakuan
yang merugikan, seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau
pangkat, intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, dan
catatan yang merugikan dalam file data pribadi.

Perusahaan juga memberikan jaminan kerahasiaan terhadap identitas terlapor
selama dugaan pelanggaran belum terbukti.

Perusahaan memberikan jaminan kerahasiaan dan perlindungan bagi
karyawan/orang lain yang bukan pelapor namun ditunjuk oleh TKPP untuk ikut
membantu proses penyelidikan/investigasi suatu kasus, maka karyawan/orang
tersebut juga harus dilindungi sama seperti pelapor.

Perusahaan memberi jaminan kepada pelapor bahwa tidak ada sanksi yang
diberikan kepada pelapor apabila hasil penyelidikan/investigasi atas laporannya
tidak terbukti.

Pasal 9 Anti Imunitas

Jika dalam investigasi terbukti bahwa pelapor terlibat dalam perbuatan yang melanggar
hukum / aturan / fraud / perbuatan yang tercantum dalam pasal 2 di atas, maka pelapor
tetap dapat diproses sesuai hukum / aturan yang berlaku (tidak anti imunitas) dengan

mempertimbangkan yang bersangkutan sebagai justice collaborator.
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BAB IV- Sosialisasi dan Survey

Pasal 10 Sosialisasi

1. Pedoman Whistle Blowing System wajib disosialisasikan kepada seluruh karyawan,

Direksi, dan Komisaris PT. Balairung Citrajaya Sumbar maupun stakeholders yang

terkait.

2. Sosialisasi ke karyawan, vendor, customer, dan stakeholder lainnya diatur sebagai

berikut :

a. Karyawan

Sosialisasi kepada karyawan dapat dilakukan dengan berbagai media sebagai
berikut:

Email, dilakukan minimal setahun sekali.

Banner / sepanduk / poster / TV signage yang ada di kantor.
Website

On Boarding, dilakukan saat orientasi karyawan baru.

b. Vendor
Sosialisasi kepada vendor dapat dilakukan dengan berbagai media sebagai
berikut:

Surat pemberitahuan mengenai WBS ke vendor baru dan pengulangan
setiap 2 tahun sekaliatau jika diperlukan ke vendor lama.

Acara vendor gathering yang dilakukan oleh Procurement & Investation
Funtion.

Banner / sepanduk / poster / TV signage yang ada di kantor.

Website

c. Customer

Sosialisasi kepada vendor dapat dilakukan dengan berbagai media sebagai
berikut:

Surat pemberitahuan mengenai WBS ke customer baru dan pengulangan
setiap 2 tahunsekali atau jika diperlukan ke customer lama.

Acara customer gathering yang dilakukan oleh Marketing Division.

Banner / sepanduk / poster / TV signage yang ada di kantor.

Website

d. Stake holder lainnya

Banner / sepanduk / poster / TV signage yang ada di kantor.
Website

3. Rencana sosialisasi dibuat setiap tahun oleh tim WBS dan disetujui oleh TKPP.
4. Tim WBS melaksanakan rencana tersebut dan direview dalam review rutin setiap 3
bulan sekalioleh TKPP.
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Pasal 11Survey

TKPP dan tim WBS wajib melakukan evaluasi atas sosialisasi yang telah
dilakukan dan pemahaman karyawan, vendor, dan customer dengan cara
melakukan survey sebagai berikut :

a. Survey ke karyawan yang dilakukan bersamaan dengan survey employee
engagement yang dilakukan oleh tim WBS dan HC maksimal tiga tahun
sekali

b. Survey ke vendor yang dilakukan bersamaan dengan acara vendor
gathering yang dilakukanoleh tim WBS dan PIN maksimal tiga tahun sekali

c. Survey ke customer yang dilakukan bersamaan dengan survey
kepuasan customer yangdilakukan oleh tim WBS dan Marketing Division
maksimal tiga tahun sekali

Hasil survey tersebut menjadi untuk evaluasi pengenai efektifitas sosialisasi dan
pemahaman karyawan, vendor, dan customer serta mengidentifikasi room for
improvement yang dilakukan TKPP & tim WABS.

TKPP dan tim WBS wajib melakukan evaluasi atas proses pelaporan ke WBS oleh
pelapor. Evaluasi ini berdasarkan survey ke pelapor (jika pelapor dapat dihubungi)
yang dilakukan oleh tim WBS untuk mendapatkan informasi mengenai kepuasan
atas penanganan issue yang dilaporkan secara menyeluruh (seperti timeliness
atas pemberian response; proses dan hasil investigasi) serta mengidentifikasi
room for improvement.

TKPP dan tim WBS wajib melakukan monitoring dan tindak lanjut untuk
memastikan implementasi rencana perbaikan dilakukan secara tepat waktu.

Hasil evaluasi survey di atas dan tindak lanjutnya dilaporkan bersamaan laporan
ke DIREKSI.



BAB V- Infrastruktur dan Keamanan Data

Pasal 12 Infrastruktur

Tim WBS yang bertanggungjawab untuk memastikan infrastruktur WBS berjalan dengan

baik yai

1.
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itu dengan cara sebagai berikut:
Email WBS coprporatebcs@balairung-hotel.o.id harus ditest setiap awal bulan

hari pertama kerja. Mekanisme pengetesan adalah tim WBS mengirim email ke
coprporatebcs@balairung-hotel.o.id dan jika TKPP menerima email test tersebut

maka TKPP harus me-reply email tersebut ke tim WBS.

SMS dan WA 0812 90850077 (Whistle Blowing Contact Center) harus ditest
setiap awal bulan hari pertama kerja. Mekanisme pengetesan adalah tim WBS
mengirim SMS dan WA ke 0812 90850077 dan jika TKPP pemegang handphone
tersebut menerima SMS dan WA test tersebut maka TKPP harus me-reply SMS
dan WA tersebut ke tim WBS.

Tim WBS mendokumentasikan semua pengetesan tersebut di atas dan jika ada
kendala maka dilakukan review bersama TKPP. Report pengetesan tersebut
dilaporkan secara periodik bersamaan dengan report 3 bulanan ke TKPP dan dari
TKPP ke DIREKSI.

Pasal 13
Keamanan dan Kerahasiaan Data

Semua informasi terkalit WBS disimpan di file sharing di server (N) dan hanya
dapat diakses oleh TKPP dan tim WBS.

Dalam melakukan pengiriman data/ informasi/ report maka file tersebut harus
menggunakan password.

Semua data/ informasi/ report harus diberi keterangan rahasia / confidential.
Report hanya dapat didistribusikan kepada DIREKSI dan GM vyang berkaitan
dengan kasus tersebut,pendistribusian diluar itu harus disetujui oleh TKPP.

Report dan Berita Acara yang dicetak harus disimpan di tempat yang terkunci.
Semua print out yang tidak terpakai harus dimusnahkan dengan menggunakan
mesin penghancur kertas.

Tim WBS meminta pernyataan secara berkala maksimal setahun sekali kepada IT
yang berisi IT telah melakukan kontrol yang diperlukan untuk memastikan
keamanan channel dan media penyimpanan informasi terkait WBS.

Implementasi keamanan dan kerahasiaan data tersebut harus direview setahun
sekali oleh TKPP dan menetapkan action plan atau improvement yang
dibutuhkan.


mailto:coprporatebcs@balairung-hotel.o.id
mailto:utgcg@unitedtractors.com
mailto:utgcg@unitedtractors.com
mailto:utgcg@unitedtractors.com

BAB VI- PenutupPasal 14 Penutup

1. Hal- hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh

TKPP.
2. Pedoman ini akan ditinjau / direview dan diperbaiki setiap empat tahun sekali atau

jika diperlukan.
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Lampiran 1 : Alur Proses Penanganan Whistle Blower

Alur Proses Penanganan Whistle Blower
Whistle
Blower / TKPP
Helanol

Laporan
Lapa Hasil
ihal |nvestigasi
. / ke BOD
EmailWa/ Screening BA Laporan | BA Laporan
SMS Laporan Hasil Pensh- ‘HasilAudit

tian Awal Investigasi

Dokumeantasi

Laporan
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Lampiran 2 : Format Berita Acara Laporan Penelitian Awal

BERITA ACARA

Nomor : HO/.../xxxx/xx/xxxxTENTANG

LAPORAN HASIL PENELITIAN AWAL ATAS ADANYA DUGAAN PELANGGARAN OLEH
KARYAWAN

Pada hari ini, tanggal.......... bulan.......... tahun ....... , telah dilaporkan adanya dugaan
pelanggaran dengannomor laporan, sebagai berikut:

Berdasarkan penyampaian laporan penelitian awal ini, maka kami selaku yang memiliki
kewenangan merekomendasikan perlu/tidak perlu*) ditindaklanjuti dengan audit
investigasi oleh Tim Investigasi.

Jakarta, Tgl — Bulan -

Tahun
TKPP/Dewan Komisaris*)
(Nama jelas) (Nama jelas)
(Nama jelas) (Nama jelas)

*) Coret yang tidak perlu
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Lampiran 3 : Format Berita Acara Laporan Hasil Audit Investigasi

BERITA ACARA

Nomor : HO/.../xxxx/xx/xxxxTENTANG

LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS ADANYA DUGAAN PELANGGARAN OLEH
KARYAWAN

Pada hari ini, tanggal.......... bulan.......... tahun ....... , dilaporkan hasil audit investigasi
atas laporan dugaanpelanggaran nomor, sebagai berikut:

.......................... dinyatakan TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI*)

Berdasarkan penyampaian laporan hasil audit investigasi ini, maka Direksi menyetujui
perlu/tidak perlu*)

diberikan pengenaan sanksi melalui proses lebih lanjut oleh Divisi HRD.

Jakarta, Tgl — Bulan -

Tahun
Menyetujui,
Direksi TKPP
(Nama jelas) (Nama Jelas)
(Nama jelas) (Nama Jelas)

*) Coret yang tidak perlu
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Lampiran 4 : Tabel Penentuan Dampak Yang Ditimbulkan

Entity Wide Output Financial Skala
Bisnis berhenti beroperasi 5
Penurunan pangsa pasar; Bt AR ok Kerugian finansial yang
Major Kerusakan reputasi secara .:ga u‘“ me_nca;:au baru bisa direcovery diatas 4
signifikan al Sty jangka waktu 1 tahun
Kerusakan reputasi Beberapa penurunan Kerugian finansial yang
Moderate perusahaan yang masih | performansi namun masih| dapat direcovery dalam 3
dapat ditangani dapat ditangani jangka dibawah 1 tahun
Tidak berefek pada Penurunan minor pada
Minor operasional bisnis level operasional division /| Overbudget di level divisi 2
perusahaan department
Darmpak tidak berpengaruh 1
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Lampiran 5 : Format Laporan Kepada Pelapor

Jakarta, tgl bulan tahun
No

Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Whistleblowing System

Kepada:

Dengan hormat,

Bersama ini kami melaporkan bahwa dugaan pelanggaran yang Saudara laporkan pada tanggal ................
dengan nomor register........ccccvveeeeeeennnee. telah selesai kami periksa dan hasilnya adalah tidak terbukti /

terbukti / sebagian ada yang terbukti dan ada yang tidak terbukti.

(khusus terbukti : Management telah mengambil keputusan untuk memberi sanksi kepada terlapor dan
melakukan tindakan-tindakan agar hal tersebut tidak terulang kembali).

Kami, mewakili Management PT Balairung Citrajaya SUmbar, mengucapkan terima kasih atas laporan
yang telahSaudara berikan.

Hormat kami,

Ketua TKPP

*) Coret yang tidak perlu
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